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ABSTRAK 

Fakta masih banyaknya perkawinan di bawah tangan dapat dilihat antara 

lain dari jumlah pasangan suami istri yang mengajukan permohonan isbat nikah 

(pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama, bahkan ada beberapa Pengadilan 

Agama yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian 

Agama yang mengadakan program isbat nikah massal. Hifż al-nasl (memelihara 

keturunan) merupakan salah satu unsur maqāṣid ash-syarī‘ah yang penting di 

samping 4 unsur lainnya, karena anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak 

sah akan terhalang hak-haknya. Dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 

memberikan opsi untuk pembuktian dalam perkara permohonan penetapan asal-

usul anak, yaitu alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, 

tidak banyak perkara permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama 

termasuk Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2023 yang menggunakan alat 

bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, di 

mana fokus kajian melibatkan norma, peraturan, asas hukum, prinsip hukum, 

doktrin hukum, teori hukum, dan referensi kepustakaan sebagai upaya untuk 

menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Metode analisis data yang 

digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan wawancara terhadap 

hakim di Pengadilan Agama Purwokerto sebagai data primer dan Putusan MK 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai data skunder. 

 Hasil penelitian ini adalah: pertama, sistem pembuktian dalam perkara 

perdata di Indonesia menganut sistem pembuktian positif (Positief Wettelijk 

Bewijstheorie), di mana hakim memutus perkara berdasarkan alat-alat bukti yang 

diatur dalam undang-undang. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mendorong 

perubahan dalam praktik hukum, termasuk adopsi prosedur yang lebih transparan 

dan adil dalam menguji dan membuktikan asal-usul anak. Ini berdampak pada 

cara pengacara, hakim, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menangani kasus-

kasus yang melibatkan anak-anak lahir di luar perkawinan. Putusan ini menjadi 

salah satu landasan dalam reformasi hukum terkait hak-hak anak dan pembuktian 

dalam hukum perdata. Ini memperkuat kesetaraan hak anak dan memperjelas 

proses hukum terkait pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan. Kedua, 

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memungkinkan penetapan asal-usul 

anak tanpa pembuktian ilmiah sejalan dengan maqāṣid ash-syarī‘ah, terutama 

dalam hal hifż al-nasl (memelihara keturunan). Keputusan ini membantu 

memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak 

dan menjaga kesejahteraan sosial, meskipun harus diterapkan dengan 

mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Dalam praktiknya, 

pengadilan agama harus memastikan bahwa keputusan ini tidak hanya memenuhi 

kebutuhan hukum dan sosial, tetapi juga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah dan akal sehat. 

 

Kata Kunci: Asal-Usul Anak, Pembuktian, Maqāṣid Ash-Syarī‘Ah 
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ABSTRACT 

The fact that there are still many underhanded marriages can be seen, 

among others, from the number of married couples who apply for marriage 

confirmation (marriage validation) to the Religious Court, there are even several 

Religious Courts that collaborate with the Regional Government and the Ministry 

of Religion Office to hold mass marriage confirmation programs. Hifż al-nasl 

(maintaining offspring) is one of the important elements of maqāṣid ash-syarī‘ah 

in addition to the other 4 elements, because children born from illegitimate 

marriages will be deprived of their rights. In the Constitutional Court Decision 

Number 46 / PUU-VIII / 2010, it provides options for evidence in cases of 

applications for determining the origin of children, namely evidence based on 

science and technology. However, there are not many cases of applications for 

determining the origin of children in the Religious Court, including the 

Purwokerto Religious Court in 2023 that use evidence based on science and 

technology. 

The type of research used is normative legal research, where the focus of 

the study involves norms, regulations, legal principles, legal principles, legal 

doctrines, legal theories, and literature references as an effort to answer the main 

problems in this study. The data analysis method used is descriptive analysis using 

interviews with judges at the Purwokerto Religious Court as primary data and 

Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 as secondary data. 

The results of this study are: first, the evidentiary system in civil cases in 

Indonesia adopts a positive evidentiary system (Positief Wettelijk Bewijstheorie), 

where judges decide cases based on evidence regulated by law. Constitutional 

Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 encourages changes in legal practice, 

including the adoption of more transparent and fair procedures in testing and 

proving the origin of children. This has an impact on the way lawyers, judges, and 

other related parties handle cases involving children born out of wedlock. This 

decision is one of the foundations in legal reform related to children's rights and 

evidence in civil law. It strengthens the equality of children's rights and clarifies 

the legal process related to the recognition of children born out of wedlock. 

Second, the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 which 

allows the determination of a child's origin without scientific evidence is in line 

with maqāṣid ash-syarī‘ah, especially in terms of hifż al-nasl (maintaining 

descendants). This decision helps provide the legal certainty needed to protect 

children's rights and maintain social welfare, although it must be implemented by 

considering sharia principles as a whole. In practice, religious courts must ensure 

that these decisions not only meet legal and social needs, but also remain in 

accordance with sharia principles and common sense. 

 

Keywords: Origin of Children, Evidence, Maqāṣid Ash-Syarī‘Ah 
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MOTTO 

 

"Setiap orang punya jatah gagal, habiskan jatah gagalmu saat muda" 

Dahlan Iskan 

 

“Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu” 

Benjamin Franklin 

 

“The way to get started is to quit talking and begin doing” 

(Cara untuk memulai adalah berhenti berbicara dan mulai melakukan) 

Walt Disney 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. 

I.Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan أ

 Ba’ B be ب

 Ta’ T te ت

 Sa’ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 Ha’ ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Zal Ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra’ R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta’ ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah 

 Za’ ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ayn ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gayn G fe غ

 Fa’ F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M em م

 Nun N en ن

 Waw W we و

 Ha’ H ha ه

 Hamzah ’ apostrof ء

 Ya Y ye ي



 
 

x 
 

 

II.Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 

دةَْ   Ditulis Muta‘addidah مُتعََد ِّ

دَّة ْ  Ditulis ‘iddah عِّ

 

III.Ta’ marbutah di akhir kata 

Bila dimatikan ditulis h 

مَةْ  ك   Ditulis hikmah حِّ

يَةْ  ر   Ditulis jizyah جِّ

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali 

dikehendaki lafal aslinya). 

 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

لِّيَاءْ   ’Ditulis Karāmah al-auliyā كَرَامَةُْا لأوَ 

 

Bila ta’ marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis h. 

رِّْ  Ditulis Zakāh al-fiṭri زَكَاةُْال فِّط 

IV.Vokal Pendek 

 

ْــ  fathah Ditulis a ــــــــــــــَــــــ

ْــ ــــــ  kasrah Ditulis i ـــــــــــــّـِ

ْــ  dammah Ditulis u ــــــــــــــُــــــ

 

V. Vokal Panjang 

Fathah + Alif  ْلِّيَّة  Ditulis ā: jāhiliyah جَاهِّ

Fathah + ya’ mati ْتنَ سَى Ditulis ā: tansā 

Kasrah + ya’ mati ي م  Ditulis ī: karīm كَرِّ

Dammah + wawu mati  ْض  Ditulis ū: furūd فرُُو 

 

VI.  Vokal Rangkap 
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Fathah ya mati  ْبيَ نَكُم Ditulis ai: “bainakum” 

Fathah wawu mati  ْل  ”Ditulis au: “qaul قوَ 

 

VII.Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis ’a’antum أأَنَ تمُْ 

دَّتْ   Ditulis ’u‘iddat أعُِّ

تمُْ  ْشَكَر   Ditulis la’in syakartum لئَِّن 

 

VIII.Kata Sandang Alif-Lam  

Bila diikuti huruf Qamariyyah  

آنْ   Ditulis al-qur’an القرُ 

 Ditulis al-qiyās القِّيَاسْ 

 

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 ’Ditulis as-samā السَّمَاءْ 

سْ   Ditulis asy-syams الشَّم 

 

IX.Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

ْ ضِّ ْا لفرُُو  ي   Ditulis Zawī al-Furūḍ ذوَِّ

لُْالسُّنَّة ْ  Ditulis Ahl as-Sunnah اهَ 

 

X.Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, shalat, zakat, mazhab. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, 

seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang 

menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh. 

Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, 

Mizan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Dalam Islam, dikenal adanya maqāṣid ash-syarī‘ah yang berarti tujuan Allah 

menetapkan syarī‘ah. Istilah lain yang disandingkan dengan maqashid adalah 

ahkam. Kata ahkam merupakan bentuk plural dari kata hukum. Josep Scacht 

mendefinisikan, hukum dalam konteks Islam adalah keseluruhan kitab Allah yang 

mengatur kehidupan setiap muslim dan segala aspeknya.1 

Menurut Imam Syatibi yang merupakan salah seorang ulama penggagas ilmu 

maqāṣid ash-syarī‘ah dalam kitab al- muwafaqat, maqāṣid ash-syarī‘ah (tujuan 

ditetapkannya hukum) terdiri dari 5 unsur yaitu hifż al-din (memelihara agama), 

hifż al-nafs (memelihara jiwa),  hifż al-‘aql (memelihara akal), hifż al-nasl 

(memelihara keturunan), dan hifż al-mal (memelihara harta).2 

Di zaman yang penuh dengan ketidakpastian di mana fenomena seks bebas, 

hamil di luar nikah, dan lahirnya anak-anak tanpa diketahui siapa ayahnya seperti 

saat ini yang mungkin lebih parah daripada zaman jahiliyah, hifż al-nasl 

 
1 Zulhas’ari Mustafa, “Kualifikasi Maqashid Al-Syari‘ah Dalam Konteks Penetapan 

Hukum Islam”, Al-Daulah, Vol. 3, No. 2, Tahun 2014, hlm. 147. 

2 Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syari‘ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam 

Kitab Al-Muwafaqat”, YUDISIA, Vol. 5, No. 1, Tahun 2014, hlm. 47. 
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(memelihara keturunan) merupakan salah satu unsur maqāṣid ash-syarī‘ah yang 

penting di samping 4 unsur lainnya.3 

Implementasi dari hifż al-nasl (memelihara keturunan) adalah 

disyari‘atkannya perkawinan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Di samping 

itu, sesuai dengan perkembangan zaman di mana administrasi kependudukan 

menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat. Maka dari itu, pencatatan perkawinan merupakan salah satu hal 

yang sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban administrasi kependudukan 

setiap warga negara.4 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975, setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Undang-Undang tersebut telah diberlakukan selama kurang lebih setengah 

abad, bahkan telah mengalami penyempurnaan dengan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2016. Akan tetapi, kenyataannya sampai saat ini masih banyak 

ditemukan perkawinan yang tidak dicatatkan atau lebih dikenal dengan istilah 

nikah/kawin sirri yang dalam bahasa hukum disebut sebagai perkawinan di bawah 

tangan.5 

 
3 Abdul Ghofar Shiddiq, “Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam”, Jurnal Sultan 

Agung, Vol. XLIV, No. 118, Tahun 2009, hlm. 122-125. 
4 Kharoufa, 'Ala' Eddine, Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The 

Science Of Contemporary Law, (Islamic Research and Training Institute, 2000), hlm. 81. 

5 Agung Bakti Prasetyo, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara 

Administratif Pada Masyarakat Adat”, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2 No. 1, 

Tahun 2020, hlm. 26. 
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Fakta masih banyaknya perkawinan di bawah tangan dapat dilihat antara lain 

dari jumlah pasangan suami istri yang mengajukan permohonan isbat nikah 

(pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama, bahkan ada beberapa Pengadilan 

Agama yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian 

Agama yang mengadakan program isbat nikah massal. Misalnya, di Kota 

Surabaya,6 Kabupaten Kuningan,7 dan Kabupaten Mimika.8 

Akibat dari perkawinan tidak dicatatkan yang masih banyak ditemukan di 

kalangan masyarakat (bukan hanya masyarakat pedesaan yang mungkin masih 

kurang kesadaran hukumnya, akan tetapi juga masyarakat perkotaan yang 

notabene secara umum seharusnya berkesadaran hukum lebih tinggi), hal tersebut 

dapat berimplikasi sangat luas terhadap validitas data kependudukan, hak waris, 

status anak dan lain sebagainya.9 

Untuk mengatasi implikasi-implikasi di atas, khususnya tentang status anak, 

hukum memberi peluang agar anak yang lahir akibat dari perkawinan di bawah 

tangan tersebut mendapatkan kejelasan status melalui Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang 

 
6 Pemerintah Kota Surabaya, Pemkot Surabaya Gelar Nikah Massal Habiskan MIliaran 

Rupiah, Tanpa APBD, https://www.surabaya.go.id/id/berita/76142/pemkot-surabaya-gelar-nikah-

massal-habiskan-miliaran-rupiah-tanpa-apbd, diakses pada 17 Desember 2023. 

7 Pemerintah Kabupaten Kuningan, 48 Pengantin Berbahagia di Resepsi Itsbat Nikah 

Massal, https://kuningankab.go.id/home/48-pengantin-berbahagia-di-resepsi-itsbat-nikah-massal/, 

diakses pada 17 Desember 2023. 

8 Pengadilan Agama Mimika, Sidang Isbat Nikah Terpadu dan Nikah Massal Kabupaten 

Mimika Tahun 2023, http://pa-mimika.go.id/pammk-web/berita/berita-terkini/409-isbat-terpadu-

tahun-2023, diakses pada 17 Desember 2023. 

9 Agung Bakti Prasetyo, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara 

Administratif Pada Masyarakat Adat”, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2 No. 1, 

Tahun 2020, hlm. 27. 

https://www.surabaya.go.id/id/berita/76142/pemkot-surabaya-gelar-nikah-massal-habiskan-miliaran-rupiah-tanpa-apbd
https://www.surabaya.go.id/id/berita/76142/pemkot-surabaya-gelar-nikah-massal-habiskan-miliaran-rupiah-tanpa-apbd
https://kuningankab.go.id/home/48-pengantin-berbahagia-di-resepsi-itsbat-nikah-massal/
http://pa-mimika.go.id/pammk-web/berita/berita-terkini/409-isbat-terpadu-tahun-2023
http://pa-mimika.go.id/pammk-web/berita/berita-terkini/409-isbat-terpadu-tahun-2023
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009. Dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tersebut, penetapan asal-usul seorang anak termasuk dalam kewenangan 

Peradilan Agama.10 Sehingga untuk memperjelas status setiap anak yang 

dilahirkan akibat dari perkawinan di bawah tangan tersebut dapat diajukan 

permohonan pengesahan anak oleh orang tuanya ke Pengadilan Agama. 

Pandangan hakim memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil putusan di 

pengadilan. Dalam sistem peradilan, hakim bertanggung jawab untuk menilai 

fakta dan menerapkan hukum dengan cara yang mencerminkan keadilan, 

kepastian hukum, dan kemanfaatan. Proses musyawarah di antara hakim, di mana 

mereka saling bertukar pendapat, sangat penting dalam menentukan keputusan 

akhir. Setiap hakim diharapkan untuk memberikan pertimbangan yang mendalam 

dan argumentatif, yang akan menjadi dasar bagi putusan yang diambil.11 

Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan peluang untuk 

memberikan status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah melalui 

permohonan penetapan asal-usul anak, akan tetapi pada kenyataannya tidak setiap 

permohonan penetapan asal-usul anak tersebut dikabulkan oleh Pengadilan 

Agama. Maka dari itu, peraturan tentang menggunakan ahli atau tes keilmuan 

dalam pembuktian perkara penetapan asal-usul anak sebagaimana telah diatur 

 
10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 

11 Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, “Perbedaan Pendapat Dalam Putusan di 

Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman”, MIMBAR HUKUM: Jurnal 

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 23, No. 1, Tahun 2011, hlm. 24. 
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dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sangatlah diperlukan agar dalam 

pembuktian perkara penetapan asal-usul anak dapat akurat dan tepat. Hakim tidak 

memutus/menetapkan terkait perkara asal-usul anak hanya dengan bukti surat 

pernyataan pengakuan seorang ayah. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membahas isu 

mengenai asal-usul anak dan pentingnya pengakuan hak-hak anak, khususnya 

dalam konteks hukum perkawinan dan pengakuan status anak. Dalam putusan ini, 

Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa hakim harus mempertimbangkan 

kepentingan terbaik bagi anak, terutama dalam kasus anak yang lahir di luar 

nikah. Hakim harus memastikan keadilan bagi anak dalam konteks status hukum 

mereka. Alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi alat yang 

objektif untuk membuktikan hubungan biologis antara ayah dan anak, yang 

penting dalam mengatasi permasalahan asal-usul anak. Dengan adanya tes DNA, 

hakim dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan adil terkait pengakuan 

status anak, sehingga melindungi hak-hak anak untuk mendapatkan pengakuan 

dan perlindungan hukum, serta hak waris. Pandangan hakim yang berfokus pada 

keadilan dan perlindungan hak anak sangat penting dalam proses ini, terutama 

dalam konteks kasus-kasus yang melibatkan stigma sosial terhadap anak-anak 

yang lahir di luar nikah. 

Pembahasan hak anak luar kawin kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah 

Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dalam 

amar putusannya menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (2) bertentangan dengan UUD 

1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional). Putusan ini menyatakan 
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bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang 

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti 

lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata 

dengan keluarga ayahnya.12 Putusan ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. 

Putusan ini dianggap melegalkan perzinaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

misalnya, merespon putusan ini dengan mengeluarkan fatwa mengenai kedudukan 

anak zina.13 Sementara itu, Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa putusan 

Mahkamah Konstitusi tentang anak luar nikah hanya fokus pada masalah 

keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologis.14 Amar putusan 

Mahkamah Konstitusi, menurut Mahfud, tak berbicara tentang hubungan silsilah 

keturunan (nasab).15 

M. Akil Mochtar menambahkan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dibuat 

semata untuk memberikan perlindungan keperdataan anak luar nikah atas ayah 

biologisnya, walaupun keabsahan perkawinannya masih dipersoalkan. Penerapan 

putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan secara cermat oleh lembaga 

peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan agama, dalam menilai ada 

 
12 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

13 Hukum Online.com, “Putusan MK Tak Bermanfaat Untuk Anak Luar Kawin”, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tak-bermanfaat-untuk-anak-luar-kawin-

lt4f7475cd1eb4d/ diakses pada 30 Mei 2024. 

14 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

15 Ariyanto, Mahfud MD, Hakim Mbeling (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 133. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tak-bermanfaat-untuk-anak-luar-kawin-lt4f7475cd1eb4d/
https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tak-bermanfaat-untuk-anak-luar-kawin-lt4f7475cd1eb4d/
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tidaknya hubungan darah dan hubungan hukum antara ayah dan anak luar nikah.16 

Undang-Undang Perkawinan dan juga putusan Mahkamah Konstitusi, hanya 

merupakan aturan hukum yang bersifat umum (lex generalis) dalam mengatur 

status dan kedudukan anak. Sementara itu, ada aturan lain yang sifatnya lebih 

khusus (lex specialis) seperti KUHPerdata dan Undang-Undang Peradilan Agama 

yang dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam. Perlindungan terhadap anak 

diluar perkawinan harus dilaksanakan secara proporsional yakni dikembalikan 

kepada peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat 

setempat dengan tidak menafikan hukum agama yang bersangkutan.17 Penjelasan 

anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi di atas belum memberikan kejelasan 

tentang status dan hak keperdataan anak luar kawin. Artikel ini berupaya mengkaji 

hak keperdataan anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 yang ditinjau dengan prinsip keadilan. 

Pada tahun 2023 dengan jumlah 24 perkara penetapan asal-usul anak yang 

ditangani dan diadili, Pengadilan Agama Purwokerto termasuk yang paling 

banyak menangani dan mengadili perkara penetapan asal-usul anak se-

Karesidenan Banyumas. Terbanyak kedua terdapat di Pengadilan Agama 

Purbalingga, yaitu 20 perkara penetapan asal-usul anak. 

Problematika yang diangkat dari topik ini adalah bagaimana hakim dapt 

memutus/menetapkan perkara asal-usul anak tanpa tes keilmuan sesuai yang telah 

diatur dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan, permasalahan 

 
16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
17 Ahmad Farahi, Ramadhita, “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari‘ah, Vol. 8, 

No. 2, Tahun 2016, hlm. 77. 
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teknologi perlu dijawab dengan teknologi pula, tidak cukup hanya dengan sastra 

seperti surat pernyataan pengakuan seorang ayah. Maka dari itu, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul 

“PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-

VIII/2010 TERHADAP PEMBUKTIAN PERKARA ASAL-USUL ANAK: 

STUDI KASUS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA 

PURWOKERTO”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana dampak Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang 

pembuktian terhadap perkembangan hukum perkara permohonan penetapan 

asal-usul anak di Pengadilan Agama Purwokerto? 

2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam 

memeriksa perkara permohonan penetapan asal-usul anak tanpa pembuktian 

berdasarkan ilmu pengetahuan sesuai yang telah diatur dalam Putusan MK 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 analisis terhadap maqāṣid ash-syarī‘ah? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini 

digunakan untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah 

dalam menyajikan data secara akurat serta dapat memberikan manfaat. 

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah 

sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui dampak Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang 

pembuktian terhadap perkembangan hukum perkara permohonan penetapan 

asal-usul anak di Pengadilan Agama Purwokerto.  

b. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam 

memeriksa perkara permohonan penetapan asal-usul anak tanpa pembuktian 

berdasarkan ilmu pengetahuan sesuai yang telah diatur dalam Putusan MK 

Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

2. Kegunaan 

Suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna 

khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka 

pengembangan materi Hukum Materiil Peradilan Agama dan menjadikan 

tambahan wawasan bagi penulis mengenai status hukum anak. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat untuk 

tidak melakukan perkawinan di bawah tangan dan memberi wawasan bagi 

masyarakat yang akan mengajukan perkara penetapan asal-usul anak di 

Pengadilan Agama. 

D. Telaah Pustaka 

 Berdasarkan penelitian dengan judul yang diangkat, yakni Pandangan 

Hakim Terhadap Pembuktian Perkara Asal-Usul Anak: Studi di Pengadilan Agama 
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Purwokerto 2023 bukanlah suatu hal yang baru dalam penelitian. Oleh karena itu, 

sub-bab ini diperlukan untuk menghindari kesamaan penelitian. Terdapat 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini: 

Berikut beberapa uraian penelitian yang relevan dengan penelitian ini: 

Pertama, dalam skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang ditulis 

oleh Yeni Rahmawati pada tahun 2023 dengan judul Tinjauan Yuridis Status Dan 

Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan. 

Tulisan ini membahas tentang dampak perkawinan di bawah tangan terhadap anak 

dan akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan terhadap anak. Dan 

pembahasan tersebut yang menjadikan perbedaan dengan tulisan penulis.18 

Kedua, dalam jurnal Journal of Lex Generalis (JLS) yang ditulis oleh Aris 

Agus, Abdul Qahar, dan Syamsu Alam pada tahun 2023 dengan judul Kedudukan 

Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 55 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tulisan ini 

menganalisis status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan setelah 

adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan tulisan penulis, yaitu tulisan ini membahas secara 

umum dengan fokus pada analisis status anak yang lahir dari perkawinan di 

 
18 Yeni Rahmawati, “Tinjauan Yuridis Status Dan Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan 

Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan”, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Fakultas 

Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, 2023, hlm. 94. 
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bawah tangan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VII/2010.19 

Ketiga, dalam jurnal Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora 

yang ditulis oleh Sara Hutapea, Silvia Veronika, Fatah Akbaryanto pada tahun 

2022 dengan judul Analisis Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Siri 

Ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tulisan 

tersebut membahas tentang kedudukan anak hasil perkawinan sirri perspektif 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam.20 

Penelitian ini memiliki perbedaan, yaitu pada asal perkawinannya yang dilakukan 

secara sirri. 

Keempat, dalam Jurnal Privat Law yang ditulis oleh Galih Rahmawati dan 

Diana Tantri Cahyaningsih pada tahun 2020 dengan judul Perbandingan 

Hubungan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tua Akibat Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan. Tulisan tersebut bertujuan untuk membandingkan 

hubungan hukum anak luar kawin terhadap orang tua berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 

 
19 Aris Agus, Abdul Qahar, dan Syamsu Alam, “Kedudukan Status Anak Yang Lahir Dari 

Perkawinan Di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan”, Journal of Lex Generalis (JLS), Vol. 4, No. 2, Tahun 2023, hlm. 386. 

20 Sara Hutapea, Silvia Veronika, dan Fatah Akbaryanto, “Analisis Yuridis Kedudukan 

Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan”, Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 4, Tahun 2022, 

hlm. 360.  
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Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan yang sekaligus menjadi perbedaan dengan tulisan 

ini. 

Kelima, dalam Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM) yang 

ditulis oleh Yazid Bustomi pada tahun 2023 dengan judul Politik Hukum Putusan 

MK No. 46/PUU-VIII/2010 Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Nasional 

(Legal Politics of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 as 

National Legal Development Efforts). Tulisan tersebut membahas tentang kaidah 

politik hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakuan Status 

Anak Luar Nikah yang sekaligus juga menjadi perbedaan dengan tulisan ini. 

E. Kerangka Teori 

Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto terhadap 

pembuktian perkara asal-usul anak yang diajukan di Pengadilan Agama 

Purwokerto, penulis menggunakan teori maqāṣid ash-syarī‘ah dan teori 

pembuktian yang diharapkan dapat menjadi pandangan dan evaluasi yang lebih 

baik lagi ke depannya. 

Penulis menggunakan teori maqāṣid ash-syarī‘ah karena tema yang diangkat 

memiliki keterkaitan dengan salah satu unsur penting dalam maqāṣid ash-

syarī‘ah, yaitu hifż al-nasl (memelihara keturunan) dengan bertujuan untuk 

kemaslahatan. Penulis juga menggunakan teori pembuktian karena hukum harus 

memiliki kepastian sebagaimana mestinya agar efektif dalam pemberlakuannya, 

sedangkan tulisan yang diangkat oleh penulis adalah tentang pembuktian perkara 
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asal-usul anak yang harus mendapatkan kepastian dan kebenaran dalam 

pembuktiannya dengan seadil-adilnya. 

Pertama, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah maqāṣid ash-

syarī‘ah. Maqāṣid ash-syarī‘ah  terdiri dari dua kata, yakni maqāṣid dan syarī‘ah. 

Maqāṣid yang merupakan bentuk jamak dari maqṣid berarti kesengajaan atau 

tujuan. Adapun syarī‘ah artinya jalan menuju kearah sumber kehidupan. 

Kemudian secara terminologi mengambil pengertian yang dikemukakan oleh 

ulama al-Imam al-Ghazali adalah penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah 

yakni upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan 

dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Sehingga maqāṣid ash-syarī‘ah 

merupakan tujuan yang telah ditetapkan oleh syarī‘ah untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia. Adapun tujuan akhir hukum adalah satu maslahah atau 

kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun diakhirat.21 

Melalui teori maqāṣid ash-syarī‘ah ini diketahui terdapat hikmah berupa nikai dan 

sasaran syara‘ untuk mencapai kemaslahatan dan menjamin perlindungan bagi 

manusia secara umum.22 

Menurut Imam Syatibi yang merupakan salah seorang ulama penggagas ilmu 

maqāṣid ash-syarī‘ah dalam kitab al- muwafaqat, maqāṣid ash-syarī‘ah (tujuan 

ditetapkannya hukum) terdiri dari 5 unsur yaitu hifż al-din (memelihara agama), 

 
21 Harun Al-Rasyid. Fiqih Korupsi, Analisis Poliik Uang Di indonesia Dalam Maqashid 

Al-Syariah, hlm. 62. 

22 Ali Sodiqin, Fikih Ushul Fikih Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya di 

Indonesia, (Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari‛ah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 149. 
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hifż al-nafs (memelihara jiwa),  hifż al-‘aql (memelihara akal), hifż al-nasl 

(memelihara keturunan), dan hifż al-mal (memelihara harta).23 

Penulis membahas tentang perkara asal-usul anak yang di mana berkaitan 

dengan salah satu unsur yang sangat penting dalam maqāṣid ash-syarī‘ah, yaitu 

hifż al-nasl (memelihara keturunan). Maka dari itu, penulis menggunakan 

maqāṣid ash-syarī‘ah sebagai salah satu teori. 

Kemudian teori yang kedua, yakni teori pembuktian. Pembuktian secara 

etimologi berasal dari bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran 

suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan pe dan akhiran an maka berarti 

proses, perbuatan, cara membuktikan. Secara terminologi pembuktian bararti 

usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.24 

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata “Al- Bayyinah” yang 

artinya “suatu yang menjelaskan”. Secara terminology, pembuktian berarti 

memberi keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum 

Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. 

Menurut Prof. Dr. Supomo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan 

Negeri menerangkan bahwa pembuktian mempuyai arti luas dan arti sempit 

(terbatas). Dalam arti luas pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim 

dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu 

 
23 Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam 

Kitab Al-Muwafaqat”, YUDISIA, Vol. 5, No. 1, Tahun 2014, hlm. 47. 

24 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif , 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 25. 
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hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh 

tergugat.25 

Dari pengertian menurut Prof. Dr. Supomo di atas, pembuktian dalam arti luas 

tersebut menghasilkan konsekuensi untuk memperkuat keyakinan hakim 

semaksimal mungkin. Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan 

hakim pada tingkat yang meyakinkan dan dihindarkan pemberian putusan apabila 

terdapat kondisi meragukan atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam 

pengambilan keputusan berdasar kondisi ragu ini dapat memungkinkan adanya 

penyelewengan. Rasulullah SAW. lebih cenderung mengharamkan atau 

menganjurkan meninggalkan perkara yang subhat.26 

Dalam arti terbatas sebagaimana tersebut di atas, yaitu bahwa pembuktian 

baru diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh 

tergugat, suatu pembuktian memerlukan adanya dalil. Ini berarti bahwa hal-hal 

kebenaran yang tidak dibantah oleh tergugat tidak perlu dibuktikan. Menurut Prof. 

R. Subekti, SH, dalam bukunya Hukum Pembuktian, membuktikan adalah 

meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan 

dalam suatu persengketaan. Dalil dalam Hukum Islam dimaksudkan untuk 

mendudukkan kebenaran pada kebenaran materil.27 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata) 

disebutkan bahwa setiap orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu 

 
25 Sulaikin Lubis, Th. Wismar ‘Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata 

Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 136. 

26 Ibid, hlm. 136. 

27 Ibid, hlm. 137. 
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hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang 

lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau 

peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR/289 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata). Sebab 

itu, pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberi kepastian dalam arti 

yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari 

suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya 

terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.28 

R. Subekti dalam hukum pembuktian, mendefinisikan pembuktian adalah 

menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan 

dalam suatu persengketaan.29 

Penulis membahas tentang pandangan hakim terhadap pembuktian perkara 

asal-usul anak. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh suatu kepastian 

terhadap fakta yang diajukan itu benar adanya. Jadi, penulis menggunakan teori 

pembuktian sebagai teori kedua yang digunakan dalam penelitian. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu salah satu jenis prosedur 

penelitian yang objeknya berupa non angka dan menghasilkan data deskriptif.30 

Penelitian ini menggunakan buku-buku dan dokumen-dokumen terkait dengan 

 
28 Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di 

Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 81. 

29 R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999), hlm. 1. 

30 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm., 63. 
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perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2023. Pada 

umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga 

dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis.31  

2. Sifat Penelitian 

Pada tulisan ini menggunakan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. 

Deskriptif analitik yakni menjelaskan tentang uraian atau gambaran dan 

menganalisisnya secara sistematis, menyeluruh, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta yang berupa kejadian, kegiatan, sikap, pandangan, proses yang 

berlangsung dan hubungan antar fenomen.32 Penulis mengambil suatu 

permasalahan lalu hasil dari penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil 

kesimpulannya. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan situasi yang 

berkaitan dengan perkara asal-usul anak. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang penulis pakai untuk menganalisa putusan dalam penyusunan 

skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis, yaitu suatu 

penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam 

peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan dalam 

skripsi ini kemudian menganalisa hubungan antara satu peraturan dengan 

peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Pendekatan normatif, yaitu 

 
31 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), hlm., 114. 

32 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm., 63. 
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pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan yang ditetapkan 

berdasarkan Hukum Islam. 

Dalam penelitian ini, khususnya pada peraturan yang mengatur tentang 

perkawinan pada umumnya dan mengenai penetapan asal-usul anak, seperti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi 

Hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama Purwokerto. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara 

terhadap Hakim Pengadilan Agama Purwokerto terkait pembuktian perkara asal-

usul anak. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, yakni Putusan MK Nomor 

46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

KHI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku-buku, dan karya-karya tulis 

berupa artikel, skripsi, dan sebagainya. 

Ditambah sebagai pendukung untuk menjawab rumusan masalah, penulis juga 

mengambil data dari buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, dan website-website 

internet yang berkaitan dengan objek penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah penelusuran 

lapangan (field research) dengan melakukan wawancara terhadap Hakim 
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Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu Drs. H. Khamimudin, M.H dan Drs. Fuad 

Amin, M.Si terkait pembuktian perkara asal-usul anak. 

Metode wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada 

narasumber. Wawancara yang dilakukan penulis adalah terhadap Hakim 

Pengadilan Agama Purwokerto. 

6. Teknik Analisis Data 

Data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan 

diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga pada akhirnya 

didapatkan suatu kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan-

permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini.33 Dalam penelitian ini, 

adalah mendeskripsikan bagaimana pembuktian perkara asal-usul anak yang 

diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto. Adapun metode analisis yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yakni dengan 

mengaitkan teori yang berkaitan dengan perkara asal-usul anak dengan 

menganalisis dari hukum Islam. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis membagi 

dalam beberapa bab agar mudah dipahami dan menghasilkan penelitian yang 

sistematis. Pembagian bab penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
33 Nana Sujana dan Ibrahim, Penelitian dan Penelitian Pendidikan, (Bandung: Sinar Biru, 

1984), hlm., 64. 
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Bab pertama adalah Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. Urgensinya adalah untuk mengarahkan 

dan membatasi pembahasan agar terarah dan sistematis. 

Bab kedua adalah pemahaman mengenai tinjauan tentang anak dalam 

perkawinan dan pembuktian perkara perdata. Urgensinya adalah sebagai landasan 

dasar untuk pembahasan pokok-pokok masalah dalam penelitian. 

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan analisa terhadap hasil wawancara hakim 

Pengadilan Agama Purwokerto. Urgensinya adalah untuk mengetahui lebih detail 

tentang objek penelitian. 

Bab keempat adalah analisis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama 

Purwokerto terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

Urgensinya adalah untuk menjawab permasalahan dalam bab-bab sebelumnya. 

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari 

rumusan masalah dari penelitian ini dan saran dari penulis. Urgensinya adalah 

untuk memudahkan pembaca mengetahui pokok jawaban dari permasalahan yang 

diteliti dan saran-saran dari penulis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pertama, sistem pembuktian dalam perkara perdata di Indonesia menganut 

sistem pembuktian positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie), di mana hakim 

memutus perkara berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam undang-

undang. Tujuan hukum acara perdata adalah mencari dan menemukan 

kebenaran formil, bukan stelsel negatif (Negatief Wettelijk Stelsel) seperti 

dalam pemeriksaan pidana, yang menuntut pembuktian berdasarkan alat bukti 

dengan batas minimal, sekurang-kurangnya dua alat bukti. Putusan MK 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini memberikan contoh dalam proses pembuktian 

perkara permohonan penetapan asal-usul anak dengan alat bukti berdasarkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, tidak mengharuskan untuk adanya 

alat bukti berdasarkian ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berarti 

menambahkan opsi alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan penetapan asal-usul 

anak. Karena biaya untuk tes DNA sendiri sangatlah tinggi, maka Hakim 

Pengadilan Agama Purwokerto tidak memaksakan para Pemohon yang 

mengajukan perkara permohonan asal-usul anak. Dalam perkara permohonan 

penetapan asal-usul anak, menggunakan alat bukti berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi akan memudahkan dalam proses pembuktian 

karena akurasinya yang kuat, tetapi jika tidak menggunakan alat bukti 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi juga bisa menggunakan alat 
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bukti lain seperti keterangan pengakuan ayah, sumpah ibunya, dan saksi. Jika 

Pemohon mampu itu akan memungkinkan untuk adanya pembuktian 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di Pengadilan Agama 

Purwokerto terdapat 2 perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang 

menggunakan alat bukti tes DNA yang dibawa oleh Pemohon dengan inisiatif 

sendiri tanpa diminta oleh Majelis Hakim. 

2. Kedua, penetapan asal-usul anak adalah cara untuk menjaga dan melindungi 

hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu, 

penetapan asal-usul anak dikategorikan dalam perspektif maqāṣid ash-

syarī‘ah terutama dalam hal hifż al-nasl (memelihara keturunan). Dalam 

perkara permohonan penetapan asal-usul anak tentunya membutuhkan alat 

bukti yang sah dalam proses pembuktiannya, seperti alat bukti berdasarkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, keterangan pengakuan ayah, sumpah ibunya, 

dan saksi. Namun, alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

membutuhkan biaya yang sangat tinggi, jadi tidak semua Pemohon sanggup 

untuk membawa alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Keputusan ini membantu memberikan kepastian hukum yang diperlukan 

untuk melindungi hak-hak anak dan menjaga kesejahteraan sosial, meskipun 

harus diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip maqāṣid ash-

syarī‘ah secara menyeluruh. Dengan mengizinkan penetapan tanpa 

pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, keputusan ini 

bertujuan untuk mengatasi tantangan praktis dan memastikan bahwa semua 

pihak mendapatkan keadilan. Dalam maqāṣid ash-syarī‘ah, keadilan adalah 
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prinsip penting. Keputusan ini mencegah penundaan atau ketidakpastian yang 

dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi anak-anak yang 

membutuhkan perlindungan hukum segera. Penggunaan pembuktian ilmu 

pengetahuan dan teknologi bisa jadi tidak selalu memungkinkan atau dapat 

diterapkan secara adil dalam setiap situasi. Oleh karena itu, pendekatan ini 

mempertimbangkan konteks praktis di lapangan, yang mendukung penerapan 

prinsip keadilan secara efektif. Maka dari itu, Hakim Pengadilan Agama 

Purwokerto dalam proses pembuktian perkara permohonan penetapan asal-

usul anak tidak akan memaksa para Pemohon untuk adanya alat bukti 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar efektif dan adil. 

B. Saran 

1. Diharapkan bagi hakim di Pengadilan Agama Purwokerto dalam mengadili 

perkara permohonan penetapan asal-usul anak dengan efektif dan seadil-

adilnya tanpa memberatkan Pemohon dalam proses pembuktian. Karena untuk 

mencegah penundaan atau ketidakpastian yang dapat menyebabkan 

ketidakadilan, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan 

hukum segera, meskipun validitas alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi sangat kuat, akan tetapi tidak semua Pemohon sanggup untuk 

melakukan tes DNA sebagai alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi karena biaya yang sangat tinggi. Namun, tetap dengan bijaksana 

dalam menetapkan asal-usul anak walaupun tanpa alat bukti berdasarkan ilmu 

pengetahuan. 

2. Diharapkan bagi para masyarakat untuk melakukan perkawinannya secara sah 

dan tercatat, karena dampak dari perkawinan yang tidak sah akan 
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mempengaruhi kepentingan dan hak-hak anak yang dilahirkannya. Dalam, 

maqāṣid ash-syarī‘ah, perkawinan yang dilakukan secara sah termasuk 

implementasi dari hifż al-nasl (memelihara keturunan). Di samping itu, sesuai 

dengan perkembangan zaman di mana administrasi kependudukan menjadi 

salah satu hal yang penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Maka dari itu, pencatatan perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat 

diperlukan untuk menjaga ketertiban administrasi kependudukan setiap warga 

negara. 
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